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ABSTRAK

Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada adalah suatu amanat dari
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pembentukan Badan Peradilan
Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dipersiapkan untuk menangani
sengketa hasil Pilkada dimana Pilkada ini akan dilakukan secara serentak di
Indonesia.

Dalam melakukan pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil
Pilkada, dilakukan perbandingan dari beberapa negara yang menyelesaikan
sengketa hasil Pilkada di Badan Peradilan Khusus, di Mahkamah Kosntitusi dan
di Lembaga Non - Peradilan yang menjadi acuan untuk pembentukan Badan
Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.

Metode pendekaran untuk meneliti kasus ini adalah Pendekatan Perundang —
undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan
Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penelitian ini menganalisis
tentang bentuk dari Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada dan
menganalisis dari negara lain yang telah memiliki Badan Peradilan Khusus
Sengketa Hasil Pilkada sebagai acuan bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa
Hasil Pilkada di Indonesia.

Kata kunci : badan peradilan khusus, pilkada, badan peradilan khusus sengketa
hasil pilkada, badan peradilan khusus di negara lain, bentuk peradilan khusus
sengketa hasil pilkada

SKRIPSI PEMBENTUKAN BADAN PERADH.AN............ SURYA RIMBA PERKASA
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